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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal Sustainable 

Development Goals (SDGs) merupakan suatu program yang dirancang untuk 

pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola serta 

lingkungan. SDGs merupakan lanjutan dari program Millenium Development Goals 

(MDGs) yang dijalankan pada tahun 2000-2015. 

SDGs mempunyai 17 tujuan (goals) dengan 169 indikator. Tujuan SDGs 

dibagi menjadi empat dasar utama terkait pembangunan ekonomi, pembangunan 

sosial, pembangunan hukum dan tata kelola serta pembangunan lingkungan. Dari 

pembagian dasar tersebut salah satu isu dengan tujuan SDGs paling banyak adalah 

isu lingkungan hidup yang berisi tujuan mengenai kota dan pemukiman, air dan 

sanitasi, perhubahan iklim, produksi dan konsumsi pangan, darat, dan kelautan. 

SDGs telah masuk dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia. 169 

indikator dari SDGs telah diintegrasi ke dalam RPJMN tahun 2017-2030 dan telah 

diatur dalam PP No.59 Tahun 2017. Pemerintah telah berkomitmen dalam 

melaksanakan program SDGs melalui gerakan pemerintah yang membuat 

pelaksanaan SDGs di tingkat pusat maupun daerah dilakukan secara inklusif dan 

partisipatif. Dalam pelaksanaaan SDGs pemerintah juga melibatkan berbagai pihak 

stakeholders non-pemerintah berbeda dengan pelaksanaan MDGs yang terkesan 
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eksklusif hanya dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya. Hal ini mencerminkan 

adanya tata kelola pemerintahan kolaboratif atau yang dikenal dengan collaborative 

governance dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs khususnya tujuan 

yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Collaborative governance diartikan menjadi tata kelola kemerintahan 

kolaboratif. Adanya pergeseran paradigma Administrasi Publik Lama (OPA) ke 

Manajemen Publik Baru (NPM) memunculkan istilah kolaboratif. Istilah governance 

muncul untuk menggantikan istilah government. Governance memberi penekanan 

terhadap keterlibatan aktor non-pemerintah sedangkan government hanya 

menekankan kepada institusi pemerintah. 

Di Indonesia, anjuran untuk melibatkan beberapa pihak/aktor governance 

telah tersirat dalam beberapa undang-undang. Salah satunya yakni Undang-Undang 

No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang Kota biasanya akan 

menghadapi berbagai permasalahan, seperti permasalahan ekonomi, sosial, hukum, 

politik, lingkungan dan lainnya. Namum pemanfaatan ruang merupakan 

permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan tata ruang kota, khususnya 

dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Apabila dihubungkan dengan terjadinya 

pemanasan global maka eksistensi RTH menjadi bagian penting dalam kehidupan 

masyarakat kota dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga 

lingkungan hidup sejalan dengan pencapaian salah satu tujuan SDGs yaitu 

pembangunan lingkungan. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan yang 

sering terjadi pada kawasan perkotaan di Indonesia akibat adanya urbanisasi. Hal ini 
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perpengaruh terhadap sulitnya pengelolaan ruang kota dan pemanfaatan ruang kota 

yang kurang maksimal. Pemerintah harus lebih memperhatikan penataan ruang kota 

terutama dalam penyediaan ruang terbuka hijau. 

 

Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang Tahun 2011-2021 

NO Tahun Jumlah Penduduk 

1. 2011 741.356 

2. 2012 1.503.485 

3. 
2013 1.535.900 

4. 2014 1.558.494 

5. 2015 1.580.517 

6. 2016 1.602.071 

7. 2017 1.623.099 

8. 2018 1.643.488 

9. 2019 1.662.893 

10. 
2020 1.668.164 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang 

 

Di Kota Palembang, seperti ditunjukkan Grafik 1.1 penduduk dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan pertumbuhan. Dalam 10 tahun terakhir, Kota 

Palembang mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 926.808 jiwa terhitung dari 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. 

 

Grafik 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Palembang 
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Sumber:  Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2022 

 

Suatu wilayah kota paling sedikit memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas 

wilayah kota yang ditentukan dalam pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. Pemerintah daerah Kota bertanggung jawab dalam menyediakan 

20% untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan 10% lainnya disediakan oleh 

sektor privat yang kemudian disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau Privat. 

Pada umumnya, RTH merupakan salah satu elemen yang berperan penting 

dalam wilayah kota. RTH memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di 

kawasan perkotaan. Kota Palembang sebagai kawasan perkotaan harus melakukan 

upaya dalam memenuhi proporsi kebutuhan RTH, sebagai salah satu unsur dalam 

pelayanan perkotaan berdasarkan amanat dari UU No.26 Th.2007 tentang Penataan 

Ruang.  
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Tabel 2 Persentase Ruang Terbuka Hijau RTH Provinsi Sumatera Selatan 

Kabupaten/Kota Luas Wilayah 

(km²) 

(A) 

Luas RTH 

(km²) 

(B) 

% RTH 

(B/A) 

Kota Palembang 400.61 4.260,39 10.63 

Kota Prabumulih 434.46 4.72758 1.09 

Kab. Ogan Komering Ulu 4,797.00 0.01300 0.00 

Kab. Ogan Komering Ilir 19,023.47 0.98742 0.00 

Kab. Muara Enim 187.08 21.08166 11.27 

Kab. Lahat 4,361.84 0.32056 0.01 

Kab. Musi Rawas 6,357.09   

Kab. Musi Banyuasin 14,265.96 6,882.00455 48.24 

Kab. Banyuasin 11,875.00 294.95725 2.48 

Kab. Ogan Komering Ulu 

Timur 

102.16 0.11422 0.11 

Kab. Ogan Komerig Ulu 

Selatan 

5,493.94 - - 

Kab. Ogan Ilir 2,666.07 - - 

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

  

Tabel 1.2 menunjukkan persentase RTH yang ada di Sumatera Selatan. 

Sampai tahun 2022, proporsi RTH di Kota Palembang hanya sebesar 10,63%. Hal ini 

menunjukkan bahwa RTH di Kota Palembang masih belum memenuhi proporsi 

RTH yang tercantum dalam UU NO.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tidak 

terpenuhinya proporsi RTH 30% di Kota Palembang dapat menyebabkan turunnya 

kualitas ruang terbuka bagi publik/masyarakat. 
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Tabel 3 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang 

No. Jenis RTH Ha 

1. Pulau Taman 2,15 

2. Taman Median 21,68 

3. Taman Bahu Jalan 5,51 

4. Taman Pasif 21,37 

5. Taman Interaktif 72,45 

6. Hutan Kota 55,77 

7. RTH Lainnya 3425,56 

8. Pemakaman 178,31 

9. Jalur Hijau (Bahu Jalan kanan-kiri) 477,23 

10. Penambahan Taman tahun 2021 0,3621 

11. Penambahan Taman tahun 2022 0,0025 

Total Luas 4.260,39 

Persentase dari luas kota Palembang : 

40.061 Ha 

10,63 

Sumber : Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang 

 

Penyediaan RTH berperan penting untuk kelestarian lingkungan perkotaan. 

Ruang terbuka hijau juga memiliki peran strategis untuk mendukung kualitas 

lingkungan dan kehidupan masyarakat kota. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan 

kerjasama yang maksimal dalam penyediaan RTH di Kota Palembang melalui 

collaborative governance.  

Dalam proses penyediaan RTH di Kota Palembang, stakeholder yang dalam 

hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang 

bertanggung jawab menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kota serta Bappeda sebagai perwakilan dari pemerintah. Sedangkan dari pihak 

swasta ada kerjasama dari PT Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel. Dibutuhkan 

hubungan yang memiliki komitmen terhadap kerjasama dari pemerintah daerah 

dengan pihak-pihak terkait agar rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan 

dengan kerjasama yang baik dan penyediaan RTH dapat diwujudkan. 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga 

melibatkan pihak masyarakat yang dalam penyediaan RTH ini adalah organisasi 

masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan (WALHI). 

Peran masyarakat dalam penataan ruang merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan 

karena hasil dari tercapainya penataan ruang adalah untuk kepentingan masyarakat. 

Masyarakat sebagai sarana untuk mencapai tujuan penataan ruang yang terkait 

kepentingan publik yakni ruang terbuka hijau. 

Topik penelitian mengenai ruang terbuka hijau menjadi kajian yang menarik 

untuk diteliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Beberapa penelitian melihat 

dari aspek kebijakan, seperti penelitian (Setyati & Utomo, 2015). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan RTH masih terdapat 

ketidaktaatan pengembang, yang didasari oleh faktor tidak mematuhi hukum selektif. 

Selain itu ada pengaruh dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian (Sukowati, 2012) yakni 

adanya faktor yang menghambat implementasi kebijakan yakni penyediaan RTH 

yang tidak memadai, kelemahan institusi yang mengelola dan lemahnya peran dari 

para pemangku kepentingan. Dua penelitian ini saling menguatkan untuk 
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menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan mengenai RTH tidak berjalan 

dengan baik ditandai dengan adanya faktor penghambat baik dari pihak pemangku 

kepentingan maupun pihak pengembang yang seharusnya menyediakan RTH. 

Penelitian yang melihat Ruang Terbuka Hijau dari sudut Collaborative 

Governance masih sedikit seperti penelitian (Suratman & Darumurti, 2021) yang 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses collaborative governance yang 

dilalui sudah cukup baik meskipun pembuatan SOP belum dijalankan sebagai salah 

satu indikator yang harus dipenuhi. Penelitian (Kirana & Artisa, 2020) juga 

menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi telah berjalan baik dengan melibatkan 

pihak swasta dan partisipasi masyarakat. Penelitian (Mafaza & Setyowati, 2020) 

menguatkan hasil penelitian sebelumnya dengan menunjukkan proses kolaborasi 

yang berjalan baik ditandai dengan tugas pokok yang telah berjalan secara maksimal 

berdasarkan delapan indikator dari De Seve. Namun hasil penelitian yang 

bertentangan ditemukan pada penelitian (Fitriyani dkk., 2021), yang menunjukkan 

bahwa collaborative governance dalam Kebijakan RTHP di Kota Magelang belum 

terlaksana dengan baik hal ini karena belum ada kerjasama yang berkelanjutan. 

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang berusaha 

menjelaskan fenomena collaborative governance dalam penyediaan ruang terbuka 

hijau dengan menggunakan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang 

menekankan variabel pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan 

kapasitas melakukan tindakan bersama. Dalam konteks Kota Palembang, ketiga 

variabel ini menjadi penting dianalisis karena dapat menjelaskan secara rinci 

bagaimana proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau dapat 
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menunjukkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Collaborative Governance 

Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses collaborative governance 

dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses collaborative governance dalam penyediaan ruang terbuka hijau 

di Kota Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi keilmuan dan pemikiran pada jurusan Ilmu Administrasi Publik 

khususnya yang berkaitan dengan collaborative governance. Penelitian ini 

sebagai penerapan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dan diharapkan 

dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai collaborative 

governance dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota Palembang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

pemikiran, masukan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait 

agar penyediaan ruang terbuka hijau di kota Palembang dapat terlaksana dengan 

baik. 
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